
83  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

A. Buku 

 

Kartasapoetra, R.G.(1993). Sistematika Hukum Tatanegara.Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Sunggono, Bambang. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja 
Grafindo. 

 
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.(2010). Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Soemitro. (1999). Metodologi Peelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 

 
Wahjono, Padmo dan Teuku Amir Hamzah. (1996). Diktat Standard Ilmu 

Negara. Jakarta: FHUI. 

 

Busroh, Abu Daud. (2006). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.  

 

Marpaung, Linjte Anna. (2018). Ilmu Negara. Yogyakarta:Andi.  

 

Samidjo. (2017). Ilmu Negara. Bandung: Armico. 

 

Hadjon, Philipus M. dkk. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
 

Kurnia, Mahendra Putra. dkk.(2007). Pedoman Naskah Akademik Perda 

Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 

 

Manan, Bagir. (2000). Teori dan Politik Konstitusi. Indonesia: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 

Indonesia. 

 

Manan, Bagir. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: 
Hukum UII. 

 
Huda, Ni'matuI. (2005). Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

KBBI 



84  

 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 tahun 2015. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan 

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi 

Kependudukan. 



85  

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 

tentang Administrasi Kependudukan. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan secara Daring. 

15. Keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat 

Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan. 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian 

Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung 

Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pendemi. 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil 

Negara dalam Tatanan Normal Baru. 



86  

C. Jurnal/ Tesis/ Disertasi 

 

1. Setyawan, F. E. B., & Lestari, R., “Challenges of Stay-At-Home Policy 

Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in 

Indonesia”, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, vol. 8(2), 2020, hlm. 

15-20. 

 
2. Yuliana, “Corona virus diseases (Covid -19)”, Sebuah tinjauan literatur, 

Wellness and Healthy Magazine, vol. 2(1), 2020, hlm. 187–192. 

 

3. Pakrahan, R., & Y. Fitriani, “Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona 

Covid-19 Jisamar”, JISAMAR, Journal of Inf. JISAMAR, vol. 4(2), hlm. 

30–36. 

 
4. Sakti, F.T. & G. Pribadi.,“Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan 

Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakatdan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI 

Jakarta”,Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial,vol. 1(2),2018, hlm. 98–116. 

 
5. Telaumbanua, Dalinama. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait 

Pencegahan Covid-19 Di Indonesia.” QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, 

Sosial, dan Agama. vol. 12, 2020, hlm 1. 

 
6. Nuh, M. S.,“Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) 

sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang”, JURNAL HUKUM, Vol. 18(2), 2011, hlm. 229–246. 

 
7. Gunawan, Eddy Christian, “Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan 

Masyarakat Terpadu (SIPEMAT) Untuk Layanan Informasi dan 

Administasi Kependudukan di Kelurahan “X” dan Kecamatan “Y” “, 

Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2(2), 2013, 

hlm. 3 

 
8. Taufik, & Hardi Warsono, “Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjsusn 

Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19”, 

Dialogue, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 2(1), 2020, hlm. 5 

 
9. O., Lolita, & Meirinawati, “Strategi Maningkatkan Pelayanan KTP-el 

melalui pelayanan jemput bola pada Dispenduk, Capil Kota Surabaya” 

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas 

Negeri Surabaya, 2018, hlm. 2. 



87  

 

 

10. Antariksa, O., “Strategi peningkatan pelayanan pembuatan KTP-el oleh 

Dispenduk, Capil Kota Surabaya” Prodi Administrasi Negara, Fisip, 

Universitas Airlangga, Vol. 5(2), 2017, hlm 1-8. 

 
11. S., Yowan A., dkk., “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akte 

Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jember, Vol. 1(1): 

1-16, 2015, hlm. 2. 

 

 

D. Website Artikel 

 

1. https://brainly.co.id/tugas/222256223 diakses pada Sabtu, 14 November 
2020 pukul 6.26 WIB 

 

2. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelayanan-publik diakses pada Sabtu, 14 

November 2020 pukul 06.32 WIB 

 
3. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi diakses pada Sabtu, 14 November 

2020 pukul 07.06 WIB 

 
4. http://Repository.unpas.ac.id diakses pada Kamis, 3 Desember 2020 pukul 

19.32 

 
5. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rakyat#:~:text=Rakyat%20(bahasa%20In 

ggris%3A%20people),untuk%20membela%20negaranya%20bila%20dipe 

rlukan diakses pada Rabu, 2 Desember 2020 pukul 08.13 WIB 
 

6. Mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776 diakses pada Minggu, 25 

Oktober 2020 pukul 14.30 

 
7. https://medium.com/@mohamadalvin/pelaksanaan-konstitusi-di- 

indonesia-691cb8aa8d80 diakses pada Rabu, 2 Desember 2020 pukul 

08.59 WIB 

 
8. https://seputarbahan.me/ diakses pada Minggu, 25 Oktober 2020 pukul 

15.00 WIB 

 
9. https://sipp.menpan.go.id/sektor/kependudukan-dan-pencatatan- 

sipil/produk-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia-1 diakses 

pada Selasa, 15 Desember 2020 pukul 07.06 WIB 

http://repository.unpas.ac.id/
https://medium.com/%40mohamadalvin/pelaksanaan-konstitusi-di-


88  

 

 

10. https://ciamiskab.go.id/2020/09/29/tingkatkan-pelayanan-selama-pandemi- 

covid-19-disdukcapil-ciamis-sapa-masyarakat-secara-virtual/ diakses pada 

Kamis, 24 Desember 2020 pukul 07.56 WIB 

 
11. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dukcapil-go-digital-semakin- 

optimal-selama-pandemi diakses pada Kamis, 24 Desember 2020 pukul 

08.32 WIB 

 
12. https://dukcapil.slemankab.go.id/penerapan-tanda-tanagn-elektronik-tte- 

pada-dokumen-kependudukan.slm diakses pada Jumat, 8 Januari 2021 

pukul 17.48 WIB 

 
13. https://ombudsman.go.id/artikel—dampak-pandemi-covid-19-bagi- 

penyelenggaraan-pelayanan-publik diakses pada Jumat, 8 Januari 2021 

pukul 13.42 WIB 

 
14. https://ombudsman.go.id/artikel—pelayanan-publik-di-era-nem-normal 

diakses pada Jumat, 8 Januari 2021 pukul 14.04 WIB 

 
15. http://dispendukcapil.kendalkab.go.id/berita/article/69/new-normal-di- 

dispendukcapil-kendal diakses pada Jumat, 8 Januari 2021 pukul 15.17 WIB 

 
16. https://www.google.com/amp/s/www.surabaya.net/kelanakota/2020/pande 

mi-dispendukcapil-surabaya-optimalkan-layanan-online/%3famp diakses 

pada Jumat, 8 Januari 2021 pukul 15.41 WIB 

 
17. http://dukcapil.karawangkab.go.id/nasional/jajaran-dukcapil-semakin- 

dekat-dengan-masyarakat diakses pada Jumat, 8 Januari 2021 pukul 15.02 

WIB 

http://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dukcapil-go-digital-semakin-
http://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dukcapil-go-digital-semakin-
http://dispendukcapil.kendalkab.go.id/berita/article/69/new-normal-di-
http://www.google.com/amp/s/www.surabaya.net/kelanakota/2020/pande
http://www.google.com/amp/s/www.surabaya.net/kelanakota/2020/pande
http://dukcapil.karawangkab.go.id/nasional/jajaran-dukcapil-semakin-

